
 
 

 

Pemohon Uji Domisili Calon Kepala Daerah, MK Putuskan 
 

Jakarta, 31 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan 

Putusan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang teregistrasi dengan nomor 118/PUU-XXII/2024. Sidang yang 

akan digelar pada Kamis (31/10), pukul 10.00 WIB, dimohonkan oleh Abu Rizal Biladina. 

 

Menurut Pemohon pada sidang Senin (9/9), Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada tidak mengakomodir putra 
daerah untuk maju secara adil dalam kontestan Pilkada. Sehingga tidak ada unsur lokalitas dalam 
persyaratan UU Pilkada yang secara eksplisit diatur. 
 
Menurutnya, ketika tidak ada unsur lokalitas akan berdampak pada kebijakan dalam pembangunan 
daerah yang tidak didasarkan pada nilai-nilai lokalitas, pendekatan yang tidak sesuai dengan 
kondisi daerah setempat. Hal ini menurut Pemohon memberikan kerugian konstitusional yang 
bersifat potensial bagi Pemohon karena dapat saja memiliki kepala daerah yang tidak memahami 
sensitivitas terhadap isu yang berkembang di daerah tersebut. 
 
Oleh karena itu, dalam petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, 

serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. bertempat tinggal di daerah yang menjadi tempat 

mencalonkan diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum penetapan calon. (TIR) 

 

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, 

silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK) 

http://www.mkri.id/

